
BUPATI TELUK WONDAMA 
PROVINS! PAPUA BARAT 

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA 
NOMOR 25 TAHUN 2023 

TENT ANG 

PERGESERAN ANGGARAN KEDUA MENDAHULUI PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TELUK WONDAMA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB VI huruf D angka 1 
huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah, "Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang 
menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum 
perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan 
diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu 
tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan 
prioritas pembangunan baik: di tingkat nasional atau daerah"; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pergeseran Anggaran Kedua Mendahului Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama 
Tahun Anggaran 2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarong 
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan 
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten 
Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, 
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni 
dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5601): 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757): 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indoneeia Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

19. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
215); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk 
Wondama Tahun 2022 Nomor 2); 

24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 
Nomor 6); 

25. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2023 
Nomor 1); 

440 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN ANGGARAN KEDUA 
MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023, diubah sebagai berikut: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, berbunyi 
sebagai berikut: 

1. Pendapatan 

1) Semula 

2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Pendapatan Setelah Pergeseran 

Rp. 1.096.873.193.529 

Rp. 47.679.655.466 

Rp. l.144.552.848.995 

2. Belanja 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 47.679.655.466 

Rp. l.101.935.500.584 

Jumlah Belanja Setelah Pergeseran Rp. 1.149.615.156.050 

Surplus/ (defi.sit) Setelah Pergeseran 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Pembiayaan 
1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 
Setelah Pergeseran 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Penyertaan Modal Daerah (Investasi) 

2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang 

3) Bertambah/(berkurang) 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

(5.062.307 .055) 

16.562.307.055 

0 

16.562.307.055 

1.500.000.000 

10.000.000.000 

0 
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Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 
Setelah Pergeseran 

Rp. 11.500.000.000 

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal la, yang 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal la 

(1) Perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
untuk menampung penganggaran sebagai berikut: 

a. Pergeseran anggaran dalam rangka perbaikan gaji dan tunjangan 
perbaikan penghasilan; 

b. Penganggaran kegiatan lanjutan dan/ atau kewajiban kepada pihak 
ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, terkait dengan pekerjaan 
yang telah selesai pada Tahun Anggaran 2022 namun belum 
terbayarkan; 

c. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar 
jenis belanja, an tar obyek belanja dalam jenis belanja dan an tar rincian 
obyek belanja untuk kegiatan yang bersumber dari DBH Migas dalam 
rangka otsus, Dana Otsus, DAK, Dana Desa, DBH - DR dan dana transfer 
lainnya yang sudah jelas peruntukannya; 

d. Penganggaran pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam 
obyek belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja 
berkenaan untuk kegiatan yang bersumber dari DTU dan PAD. 

e. Penganggaran tambahan untuk kegiatan baru dan/ atau pergeseran 
anggaran untuk mendanai kegiatan yang wajib, mengikat, dan mendesak 
yang belum cukup tersedia anggaran dan/atau belum dianggarkan. 

(2) Penjelasan atas Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa 
penambahan dan/ atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dijelaskan dalam kolom keterangan dari masing­ 
masing kegiatan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 3a, yang 
berbunyi sebagai berikut: 

442 



Pasal 3a 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati 
ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang­ 
undangan yang berlaku. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk 
Wondama. 

Ditetapkan di Rasiei 
pada tanggal 27 Juli 2023 

BUPATI TELUK WONDAMA, 

CAP/TTD 

HENDRIK S. MAMBOR 

Diundangkan di Rasiei 
pada tanggal 27 Juli 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA, 

CAP/TTD 

ASERWAROY 

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023 NOMOR 25. 
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